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Bupati HST Serahkan Hibah Tanah ke Kodim 1002 Barabai 

 

 
 

Sumber gambar: 

https://kalsel.antaranews.com/berita/225144/bupati-hst-serahkan-hibah-tanah-ke-kodim-1002-barabai 

 

Bupati HST H A Chairansyah secara resmi menyerahkan hibah barang  milik 

daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kepada Komando Distrik Militer (Kodim) 

1002/ Barabai. Kegiatan penyerahan hibah dilakukan di Batalyon 621 Manuntung , Rabu 

(6/1). Kegiatan penyerahan dan penandatanganan Hibah tanah dilakukan bertepatan 

dengan kedatangan Pangdam VI Mulawarman dalam rangka kunjungan kerja ke Batalyon 

621 Manuntung,  oleh Bupati HST H A Chairansyah dengan Danrem 101/Ant Brigjen 

TNI Firmansyah. 

Hibah barang milik daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu berupa tanah yang 

terletak pada tanah rumah dinas Kasdim 1002/Barabai Jl. Mahala Kelurahan Barabai 

Timur luas 345 m², tanah bangunan kantor  Koramil 06/002 Barabai Jl. P. Antasari 

Kelurahan Barabai Timur luas 463 m² dan tanah rumah Jabatan Dandim 1002/Barabai 

Jalan Telaga (samping Kodim Barabai) seluas 360 m². 

"Hibah barang milik daerah ini dilakukan dengan pertimbangan untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk fasilitas penunjang  Komando 

Distrik Militer 1002 Barabai," ujar Bupati.  
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Menurutnya, dengan adanya penyerahan hibah itu, merupakan bentuk perhatian 

dari Pemkab HST, dimana selama ini peran Kodim sangat baik dalam membantu 

keamanan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

"Melalui hibah ini juga secara khusus kami mengharapkan terjalinnya hubungan 

dan kerjasama yang baik  antara Pemkab HST dengan pihak TNI," harap Bupati.  

"Dengan adanya hibah tersebut, kami mengharapkan kerjasama dan keterlibatan 

semua pihak dalam mendukung kemajuan  dan perkembangan wilayah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah agar memberikan energi positif pada masyarakat, baik bidang pendidikan, 

ekonomi, budaya dan keamanan wilayah," katanya.  

Sebelum dilakukan penandatanganan hibah tanah dari Pemkab HST ke Kodim 

1002 Barabai dalam kunjungan Pangdam VI Mulawarman ke Batalyon 621 Manuntung 

dilakukan Poto bersama rombongan Pangdam VI Mulawarman dengan Forkopimda 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya dilakukan penanaman pohon jeruk nagawi 

oleh Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, S.E, M.M, M.Tr (Han) 

didampingi Bupati HST H A Chairansyah serta Forkopimda lainnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/225144/bupati-hst-serahkan-hibah-tanah-

ke-kodim-1002-barabai , Bupati HST Serahkan Hibah Tanah ke Kodim 1002 

Barabai, 6 Januari 2021. 

2. https://matabanua.co.id/2021/01/07/bupati-hst-serahkan-hibah-tanah-ke-kodim-

1002-barabai/ , 7 Januari 2021. 

 

Catatan: 

1. Dasar Hukum Hibah Daerah 

Dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah 

yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan 

c. Peraturan Pemerintah  Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. 

2. Pengertian Hibah Daerah  

Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari 

Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara 

spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah 

Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.  

Hibah Daerah meliputi:   

https://kalsel.antaranews.com/berita/225144/bupati-hst-serahkan-hibah-tanah-ke-kodim-1002-barabai
https://kalsel.antaranews.com/berita/225144/bupati-hst-serahkan-hibah-tanah-ke-kodim-1002-barabai
https://matabanua.co.id/2021/01/07/bupati-hst-serahkan-hibah-tanah-ke-kodim-1002-barabai/
https://matabanua.co.id/2021/01/07/bupati-hst-serahkan-hibah-tanah-ke-kodim-1002-barabai/
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a. Hibah kepada Pemerintah Daerah : Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat 

berasal dari Pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau 

kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. Hibah kepada Pemerintah 

Daerah yang berasal dari Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBN) meliputi: penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri dan 

Pinjaman Luar Negeri.  

Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri 

dilakukan melalui Pemerintah. Hibah kepada Pemerintah Daerah ini merupakan 

salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan 

keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah ini dapat diteruskan 

kepada badan usaha milik daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah 

diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan memperhatikan 

stabilitas dan keseimbangan fiskal sesuai dengan asas pengelolaan keuangan 

daerah.  

b. Hibah dari Pemerintah Daerah: Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan 

kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan 

usaha milik daerah dan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah 

dilakukan dengan ketentuan yaitu pertama Hibah dimaksud sebagai penerimaan 

negara dan hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa 

yang tidak dibiayai dari APBN.  

Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan 

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Pemberian/Penerusan Hibah dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah  

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat mengusulkan 

besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima 

hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Pemerintah untuk hibah kepada 

Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.  

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan besaran 

hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah 

kepada Menteri berdasarkan penetapan Menteri atas alokasi peruntukkan pinjaman 

luar negeri dan hibah luar negeri. Pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima 

hibah dengan mempertimbangkan: kapasitas fiskal daerah, Daerah yang ditentukan 

oleh Pemberi Hibah Luar Negeri, Daerah yang memenuhi persyaratan yang 
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ditentukan oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, 

Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.   

Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing 

Pemerintah Daerah setelah dasar pemberian hibah yang bersumber dari penerimaan 

dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dan pagunya ditetapkan dalam APBN 

berdasarkan usulan. Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada 

masing-masing Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri 

ditandatangani dan pagunya ditetapkan dalam APBN berdasarkan usulan. 

Menteri menerbitkan surat persetujuan penerusan hibah kepada masing-masing 

Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Hibah Luar Negeri ditandatangani berdasarkan 

usulan. Berdasarkan surat penetapan pemberian hibah dilakukan penandatanganan 

perjanjian Hibah Daerah. Berdasarkan surat penerusan hibah dilakukan 

penandatanganan perjanjian penerusan hibah. 

4. Perjanjian Hibah  

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang 

diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. 

Perjanjian penerusan hibah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi 

kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian 

Hibah Daerah ditandatangani antara kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan 

Menteri atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh 

masing-masing kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa.  

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang 

diberi kuasa dan pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.  

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang 

diberi kuasa dan pimpinan badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan. 

Perjanjian Hibah Daerah dan Perjanjian Penerusan Hibah paling sedikit memuat: 

tujuan; jumlah; sumber; penerima; persyaratan; tata cara penyaluran; tata cara 

pelaporan dan pemantauan; hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan sanksi. 

Salinan perjanjian Hibah Daerah wajib disampaikan oleh: Menteri kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan dan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian 

terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah. Kepala daerah kepada Menteri, 

Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan kementerian negara/lembaga pemerintah 

non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah Daerah. 


